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Abstrak

Landasan dari prinsip politib luar megeri Republik Indonesia,
bsras  aktif, adalah Fancasila dan Makadimat UUD 19452 (dan  pada
canan 1950-an Fembukaan UUDS 19530). Frinsip tersebut mulai dilak-
zzrakan setelah terbentuknva pemerintah Republihk Indonesia.
Disamping itu tstanan yang terbentuk setelah selesainya Ferang
Tfunia ke IT memhelah dunia menjadi dua bBlok, blal Barat dan  blok
Yomunis, berdasarkan perbedsan ideologis. Dengen tetap berpegang
ceguhn pada prinsip bebas aktif dari politik luar negeri  tersebuc
Loementingan nasional lebih leluasa uwntuk dapat dipsrivanglan
Fnpa Indonesia harus berpihak keapad salah satu dari  dus  blaok
rang ada.,

Namun demikian Indonecsia tetap dijadikan sasaramn dari poli-
o luar negerl Amerika Serikat untubl dimasukan  hkedalam  ruang
Limgkup  pengarub Barat atau sekaligus masubk lkedalam blolk  Baora™,
welnginan Amerika Serikat untuk memasukan Indonesia herdalam hlolk
Zarat  didoraong oleh kenyataan sosial, politil, dan ekonomi  -rang
tumbuh di Indonesia yvaltu Indonesia potencsiel ssbagal pasar daevd

irgdustri  ERarat, Irndonesia memiliki kelkayzan balan mentah yang

cotensiel bagi 1ndustri Parat, adanya "traume Madiun” di kalangan

wiite politik Indonesis, dan dalam prakieknyve perz-intah Indaons—

=Ia lebih menagandaliar necara-negarsa bBlolk Parat bhila dibemdinmg-

o dengan blolk Timur 2i dalam melekulian pzmbangunan sksoomi .,

Usaha pemstrintan Ameribks Serikat tLzrsshbult cllakelkan melalod
cEidekatan perseorargan terhadsp Merteri Lusar Mzgei-d pada Kabime:
Tlikdman, Ahmad  Subx-dio. Fendelkatar lobkbving,  yamg dilabulkans
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2d Subardial aknirnay ditinmglathan menjadi
exchange notes, =tauw tublor menukzr noce diziamat’l yvany  dipro-
trremai olan Merlz H. Cochiran. hecua sarana diplomatil feirscbo:,
Bving  dan tubar menubkar neota diplomatik, di o mans mas=slah
e dizaiian MSA menjadi oolok bahasan sifzinyva sangat tzr-totuap dan
tovbatas dalam artl hanya diketahui cleb halancan--kalangan ter-
Eh e saJa. Fada akhirnya Ahmad Suberdjo menyebljui nErjaniian
A8 tersebut.

Dangan persstujuan Anmad Subardjo fterseout baralsti  prinsip

sihas ghtif dari politik luar negeril Indonmesia telaly ditinggeal-

bLarena pasal 911 & dari gerjaniian MS5A  tersebut  hiasanya

~

rjunakan  bagi negara-negara yang teribkat pakta militer dengsn
pomerintah Amsrira Serikat. Femihalkan yang dilakulan oieh Ahmad

Tobardio tersebult mazih dalam tarat formal dalam arti dersetujuan

Loirttadap . perianiian MEA LTtu masihh dalam tinghlat di atas  wa2rtas

di atas nota Zdiplomatk. Mamun meskipur masih  dalam  tarart
e bahwe nota diplomatik Subardio mensgasikan nota diplomatik
torsebut mempunyai  kabuatan bukum yang sama  dengan  pErjaogian
trernasional .

Fersetujuan tersebut mengundana bkeocamarn dan writil dairi

~tai-partal politil basik parteil politik yvang berada di cdalam
Fapbinet SBukiman mavpun partei palitik yang betada diluar  kabinst
-

Sakiman. Akhirnya  politik luar  negeri Indomesia diselamathkan

Mrapbrali datri pemibhaktan kepad blok Barat vang dilakokan olesh Alwmad
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Bubardio, dan kembali ke prirsip dasar darl politil luar negeri
indonesia yaitu behas aktidf.

Fendapat umum vang hidup sekai-ang ini vang mznyatakan  bahwa

pars elite politil di masa demsbkresi ecarlementer  leoih  condong
herpihak ks blok Barat karena elite politill ini  berada d=l:am

suasana  demakirasl  parlementer yang berasal dari dunia Rarat,
dalam basus Mutual Security fQct (MS&) vang diteliti ini  tidaklah

tenar adanyea .
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Bab I

Ferang Dingin

Ferang Dunia (FD) II telah berakhir dengan kemenangan berada di
pihak Sekutu yang terdiri dari ABmerika Serikat, Uni Sovyet, Ing-
aqri=z, dan FPerancis. Secara garis besarnya FD II telah mengakibat-
ban  tigs hal. Pertama, dari segi phisik telah terjadi Rerusakan
vang dahsyat di beberapa wilayah yang menjadi ajang peperangan
seperti Eropah, Asia dan Afrika. Hampir keadaan phisik di tiga
berivwa tersebut relatif kontras demgan keadaan kondisi phisik yang
terdapat di Amerika Serikat dam Uni Sovyet yang terhindar dari
seEperangan walaﬁpun kedua negra itu menjadi kekuatan militer yang
ukup tangguh di dalam Ferang Dunia ke II1 tersebut. Kedua,
Bhancwranr tidak  hanya menimpa sarana phisik saja tetapi Jjuga
meryebablkan lumpuhnya EkEehidupan perekonomian  yang terdapat
dimegara—negara vyang menjadli ajang peperangan khususnya Eropéh
Sarat. Ketiga, Ferang Dunis ke 11 melahirkan Amerika Serikat dan
ilmi  BSovyet sebagal negara adi kuasa di  dunia internasional,
Mampak ironis sekali bahwa kerjasama antara Amerika Serikat
derngan Uni Sovyet umtuk memenanglkan Ferang Dunia ke II  melawan
ltslia, Jerman, dan Jepang harus segera secara drastis berubah
menjadi  "peperangan”™  baru  antara Amerika Serikat dengan Uni
Sovyet begitu Sekutu memperoleh kemenéngannya. Di dalam tatanan
dunia baru yang terbentuk setelah Ferang Dunia ke 11 tersebut,
vang dinamakan sebagai Pe—-rang Dingin atau Ceold War, Amerika
Serikat menempatkan diri sebagai  pemimpin dari negara-negara

pendukungnya yvang biasanys di-sebut sebagai Blok Barat, sedangkan

1
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Lni Savyet menempatkan diri sebagai pemimpin dari negara-negara
kamuris vang biasanya disebut dengan nama Blok Timur atauw Blok
Fomunis.

Terdapat tiga faktor utama yang mendorong lahirnya tatanan
dunia setelah Perang Dunia ke I, yanmg lehih dikenal dengan nama
Ferang Dingin tersebut.

Fertama, perbedaan idenlogi di mana Amerika Serikat menganut

ideclogi demokrasi liberal dan Uni Sovyet menganut ideolgogi ko-—
mariigme. Di dalam ideoclogi liberal yang diamut oleh Amerika
Serikat dan negara—-negara blok Barat demokrasi menjadi nilai ter-
tinggi di dalam kehidupan betmasyatakat, berbamgsa dan bernedarsa
di  mana kebebasan untuk menentukan nasib sendiri  bagi semua
1angsa merupakan hak azasi yang dijunjung tinggi dan  keabsahan-
yx tidalk bisa diganggu gugat lagi. Sedanrghkan Uni Savyet adalah
enpganrut  ideologi  komunisme yang mencita-citakan terciptanya
macyarakat tanpa klas, dan sebagail negara komunis terbesar Uni
Sovy2t  hetrsama—sama  derngan  negara-negara  blok  Timur  lainnvya
pempunyat tujuan yang kuat bagi  terbentuknya masyarakat komunis,
yaitu masyarakat tanpa klas, di seluruh dunia.

Ferbedaan ideologi inmi sangat menentukan adanya perbedaan
czizstem politik yang berlakuw di blok Batrat dan sistem politik yang
herlaku di blek Timur. Sistem politik di Amerika Serikat dan blaok
Barat  pada uamumnya dibangun atas dasar demokrasi sehingga
semerintahan yang  terbentuk lebih merupakan  pemerintahan dari
“akyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan yang dibentuk di
Umi  Sovyet dan negara-negara bilok Timur pada umumnya lebih
merndasarkan diri pada dempokrasi rakyat meskipun di dalam

realitasnya cenderung untuk otoriter atauw terpusat di satu tangsn

2
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PENgQUASR .

Ferbedaan ideologi tersebut juga menentukan perbedaan sistem
zkonoml wvang mereka kembangkan masing—-masing. Fada hakekatnya,
dari  segi ekonomi, komunis mempunyal pandangan bahwa negara
adalah "pmenguasa dan pemain tunggal" di segala sektor
perekonamian  dan negara ataw pemerintah berfungsi sebagai
pErngawas tertinggi di dalam sektor produksi. Dengan  perkataan
laim, sektor negara itw menguasali dan ikut camput  tangan ke
dalam berbagai sektor produksi. Revrbeds dengan sigtem
perekonomian komunis., sistem perekonomian yang dianut oleh
Amerika Berikat ialah sisten perekonamian  kapitalis di mana
pemerintah memberikan kebebasan yang seluas-—luasnya kepada sehtor
swasta untuk menjalankan produksi sesuai dengan trjuan masing-—
wmeing. Fungsi witama  pemerintah di dalam  perekonomian  yang
rapitalistis adalah menjaga agar hebebasan yang diberikan kepada
cselk tor swasta tersebut tidak diselewengkan dan disalah gunakan.

Kedua, setelah D II berakhir dan Ameriksa Serikat dan Uni
Sovyet hkeluar sebagai negara adi kuasa di  dunia  internasional
maka kedua nmegara adi kuasa ini memiliki peluang vang lebih besar
dari pada negara—-negara yang lain untuk memaksakan dan membujuk
regara-negara lain menganut pandangan dan sikap, (way of 1life),
yvang mereka anut. Fandangan yang ingin mereka ciptakan di atas
reruntuhan FDBII ituw mempunyai perbedaan yang sangat besar. Fada
nakelatnya baik Amerika Serikat maupun Uni Sovyet merasa divi
mereka masing-masing sebagal suwatuw bangsa yvang besair sehingaga
merelkapun merasa harus diikuti oleh bangsa-bangsa yang lain se-
bagal pemimpin mereka. Salah satu akibatnya ialah lain itu antara

Amerika  dengan Uni Sovyet sendiri saling mendiskreditkan satu

—_
—
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zama  lain. Dapat ditambabkan pula, bahwa Aamerika Gerikat dan
dni Sovyet sama-sama berusaha untuk  memperluas  ruang  linghkup
nemagarth wilayah masing—masing sehingga muncul kontlik di tinghkat
reglional di mana mereka bertemu saling berhadap-hadapan langsung
cxbagal lawan. Oleh karena baibk Amerika Serikat maupun Uni Sovyet
selalu erusahauntuk menambah jumlah negara yang menjadi
cendukunariya.
ketiga, kemajusn tehnologi militer vang berkembang selama FD
[T apalagi <setelah berakhirnya FD II perlombaan dalam bidang
persenjataan milite+r justru lebibh meningkat lagi. Fada saat
Lbzrakhirnya FPD II hampir sebagian para ahli persenjataan Jerman
diambil oleh Amerika Sevrikat dan Uni Sovyet. Dengan suntikan para
ili  persenjataan militer tersebut maka Amerika Serikat dam  Uni
oyyet mangembangkan perlombaan senjata. 0Oleh bkarena sistem
wlitiknya vang tertutiep maka perlembangan industri militer hkhu-
zusnya  persenjataan @iliter di Uni  Sovyet relatip sulit di
Fataliul perkembangannva, sedangkan perkembangan industri mili-ter
di. Amerika  Serikat relatip lebih mudsb diketahuwi  oleh  wmum.
Femajunan industri militer di Amerika Serikat dam Uni  Sovyet
minimal dapat diketahui davi pameran kekuatan atau show of force
vang digelar oleh pihak NATO dan pihak Fakta Warsawa, dua buah
pakta  pertabanan militer yang mencerminkan adanya dua  ideologil
vang herbeda yang saling bertentangan satu sama lain.
Di dalam perang dingin tersebut., Amerika Serikat merjalankan
cobtaintment policy (kebijakan pembendungan} y=situ membendung
JeF & maju dari gerakarr komunis. Containtment policy ini

diciptakan oleh George F Kennan, yang berpendapat sebagai bevikut

4
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"bahwa Uni Savyet (baca komunis) haruslah dilawan dengan
policy Jjangka panjang bukannya dengan pendapat-pendapat
denmokratis dalam waktu yang singkatl.

Folicy ini untuk pertama kalinya diajukan oleh Fresiden Harrvy
5. Truman kepada longtres Amerika Serikat untuk memperaoleh perse-—
tujuan ketika pemerintah Ameriksa Serikat memutuskan untuk membe-
iftan  batuan ekonomi dam militer kepada Turki dan  Yunani  vyang
=rdang menghadapi pembrontakan di dalam negeri masing-masing yang
ternyata didukung oleh pihak komunis. Oleh karena itu  langhkah
varnag telah diambil stau ditempuh oleh Fresiden Harry 5.  Truman
mEnyebabkan containtment policy lebih dikenal dengan sebutan
Doktrin Truman, di mana kepada kKongres Serikat Fresiden Harry S.
Truman menyampaikan dasar—-dasar yang sangat prinsipiel dari

rontainment policy tersebut, yvang dinyatakannya sebagai be—-vrikut
23

-—

Lo
"Saya percaya bahwa haruslah menjadi kebijaksanaan Amerika
Serikat untuk mendukung bangsa-bangsa yang merdeka, yang
tengah melawan usaha penaklukan gleh kelompok-kelompok
minoritas bersenjata atau tekanan dari luar".
Jdelaslah bahwa doktrin Truman menegashkan bantuan yang akan diber-
ikan kepada negara-negar diluar Blok Komunis yang sedang melawan
pembrontakan dari kaum komunis di dalam negerinys, vang di  dalam
Naktrin Truman dinyatakan sebagai kelompok-kelompok minoritas
veirsernjata, yang nyta-nyata dibantu oleh negara Blok FKomunis yang
Ji dalam Doktrin Truman dinyatakan sebagal "“tekanan dari luar".
Sebagal kekuatan pendukung dari containtment policy tersebut
dib=ntuklah suatu pakta pertahanan militer yang diberi mama MATO

(Morth Atlatic Treaty Organisation ataui Fakta FPertahanan Atlatik

Utara), vang dengan secara tegas menyatakan bahwa kerjasama di

5
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hidang wmiliter berkaitan erat dengan bidang-bidang nan militer

webagaimana dinyatakan di dalam anggaran dasar NaTO Yang
=
dinyatakan sebagal berikut :
"..uperjanjian ini tidak hanya mempergunakan alat—alat
militer untuk membela cara hidup kelompak, tetapi
juga melalui kerjasama di bidang politik, ehkonomi, sosial,
dan budaya".

T

c=bag

il

imana layaknya tkerjasama militer, NATO Jjugs menegaskan

zahwa intervensi militer terhadap salah satu anggota MNATO menjadi
Leviajiban bagi seluruh anggota MNATO, baik secara sendiri-sendiri
fnalpun  secatra  betsama dinilai sebagaili serangan terhadap semua
anggota MNATO dan berkewajiban pula untuk memgusir kembali pihak
SQVESor .

Containtment policy ini biasanya diikuti dengan rencana
rertuan ekonomi  yang biasanya di kenal dengan nama  Marshall
*lan,yang 1lebih mengkankan kepada progarm—prageam pemulihan
ekonomi ( economic recovery) Eropah khususnya Evropah. Mamun di
valam perkembangan perang dingin bantaun tersebut hapya ditujukan
bagi negara—-negara di Eropah Barat saja. Tetapi Amerika Serikat
Juga melihat kemnyataan yang berkembang pada waktu itu bahwa di
luay  Eropah Barat telah muncul negara—-negara merdeka yang baru.
Blek karena itu Amerika Sevrikat Jjuga berkepentingan untuk
meErancapkan atauw mempertahankan pengaruhnya di negara—negata yang
batu merdeka tersebut. Keluarlah program Point Four dari
paner-intah  Amerika Serikat dalam bentuk bantuan ftehnik dan
investasi modal kepada negara—negara yang barru merdeka di luar
Eropah Barat. FPandangan dan sikap kalangan pemerintah  Ameriksa
Serikat yang Y&ng menunjukkan bahwa Amerika Serikat

bizrkepentingan dengan negara-negara yang baru merdeka di  luar

&
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Eropah Barat karena pada umumnya negara-—-negatra yang baru merdeka
itu  berada di wilayah penghasil produk yang sangat dibutuhkan
oleh industri di Amerika Serikat pada khususnya dan negara—negara
industri Rarat pada umumnya.

Tentunya blok Timur khususnya Uni Sovyet tidak tinggal diam
terhadap langkabh—langkah yamg telah diambil aleh EBlok Barat vyang
dimotori oleh Amerika Serikat itu. Mau tidak maw Blok kKomunis
harus gsegera  mengambil langkah untuk mengimbangi EBElok DBRarat
trersebut yang di dalam pandangan blok Timuir tidak 1lain adalah
imperialis BRarat dan atau imperislisme é&merika Serilkat. Selain
itu, dasar atau strategi Blolk Fomunis di dalam menghadapi
"ekspansi" imperialisme Barat adalah strategi vyang dilkenal dengan
nama Garis Zhdanov yang menekankan tergalangnya persatuan dari
artai-partai  komunis di  setiap negara  sgar terbentuk satu
rekuatan  komunis yang terpadu (kohesif) dan kenyal (solid) di
setiap negara. Barulah dilakukan penggalangan seolidaritas dari
Lekuatan—kebkuatan komunis tersebut sehingga terbentuk satu
kekuatan komunis yang besar di dalam melawan impetrialisme Barat.

Di Asiz Tenggara garis kebijaksanaan blok Komunis diduoakung
1leh  adanya dua faktor utama. FPertama, proses dekolonialisasi
sedang berlangsung di beberapa negara vang terletak di Asia vyang
pada umumnya sedang berusaha melepaskan diri dari jerat
peniaiahan yang sudah lama dilakukan oleh salan sstu negara blaok
Barat yang terletak di kawasan Eropah Barat. Froses
dekolonialisasi itu  akan mempenga-ruhl pemakaian dana dari
Marshall Flan yang diterimanya yaitu bergesernya dana tersebut
dari ttjuan semula untuk  pembangunan ekcnomi  bergeser  kepada

pemnakaian dang Marshall Flan untuk tujuan perang mempertahkankan
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LEkuasaan. Kedua, blok [Komunis mempunyai harapan dengan
prerhitungan  berdasarkan konflik ras akan timbul perlawanan dari
negara-negara di  Asia terhadap salah satu negara anggota blok
Sarat yang menjajahnya. Sehingga akan timbul ketegangan terus
mEfnerus anta negara—-negara Aslia dengan saltah satu negara anggota
tlok Barat yvang berarti akan mengurangil efisiensi dan
=ffektifitas Frogram Foint Four yang diprakarsai oleh Amerika
Serikat.

Fada &akhirnya perang dingin antara blok Barat dengan blok
Tindt- ituw  pecabh menjadi perang terbuka di  jazirah FKorea pada
buartal kedua tahun 19252. Fada waktu itu Korea Utara langsung
melakukan  intervensi militer ke dorea Selatan. Dengan demikian
1ok Timur telah terbukti mempergunakan kekuatan militer untuk

engembhangklan wilayah pengarubnya baik dari segi phisik maupun
deoleocgi. O0leh karena Korea Selatan  telah terikat perjaniian
palkta militer dengan pemerimtah Amerika Serikat, SEATO, maka
intervensi militer blaok Timur yang dilakukan oleh FKorea Utara itu
oirilai sebagail setrangan terbuka atau terang-terangan terhadap
SEATO, 0Oleh karena pemerintah Amerika  Serikat juga mengikat
perjanjian pakta  pertahanan militer dengan negara-negata  di
Fawasan Eropah Barat (NATO) serta negara—negara di kawasan
Alstralia (ANZUS)Y, maka intervensi militer blok Timur itupun
dipandang sebagai interwvensi terhadap anggota—anggota pakta
perrtaharan militer NATO dan pakta pertahanan militer Anzus. Tidak
ada  jalan  lain kecuali blaok EBarat di  bawah pimpinan Amerika
Serikat segera mengirimkan pasukannya sebab intervensi IKarea
terzsebut dipandang merupakan ancaman terhadap semua anggota pakta

pertananan militer di mana mereka mengikatkan perjaniian  dengan

B
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pezmarintabh Amerika Serikat. OBleh karena itu begitu Fresiden Harry
2. Truman memerintahkan pasukan Amerika Serikat untuk segera
herangkat ke medan perang Morea unituk melindungi wWarga Amerika
CTerikat dan kepentingan Amerika Serihat pada umumnya dan  anggota
blak  BRarat pada  kbhusuisnys maka segera diikuti pula oleh
anggota-anggota NATO, S5EATO, dan ANZUS lainnva.

Sejalan dengan meningkatnya perang dingin, maka kawasan Asia
Tenggara semakin meningkat pula posisi politik  kawasan Asia
Tenggara di mata dunia internasional. Dua faktor uvtama  vyang
wmzn2adikan posisi politik kawasan Asia Tenggara menjadi  penting
artinya di dalam percaturan internasional. Pertama, potensi vyang
terkandung di  kawasan Asia Tenggara adalah sebagai daerah
pemasaran  hasil industri Barat dan daerah kawasan Asia Tenggara
ava  akan  bahan mentah yang diperlulan Qléh indust+i Rarat.
ledua, kenvataarnnya baik Amerika Serikat atau negara-negara
angocta Elok Barat serta Uni Sovyet atau negara-negara anggota
Eloik  Timur  bhelum masuk ke kawasan Asia Tenggara kecuali Muaang
Thai dan Filipina, bahkkan sebagian negara di Asia Tenggara
cenderung untuk melepaskan diri dari ikatannya dengan  negara-
regara  RBarat seperti Indonesis. Namun sebenarnya  sebagai  satu
kepsatuan kawasan Asia Tenggara memiliki kelemahan vang cukup
m@murihatinkan.Sebab di  kawasan ini dalam pandangan Amerika
Berikat dan negara—negara anggota blok EBarat lainnya bila satu
negai-a Asia Tenggara ke tangsn blok Komunis, menurut perhitungan
pada waktu itu, akan diikuti pula dengan jatuhnya negara—negarsa
disekitar negara tersebut. Ferhitungan tersebui: tercermin dalam
apa yang dikenal dengan nama domino theory vyang sangat kuat

prengaruhnya  pada masa itu terutama di kalangan bhlgok Barat. Bila
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nomineg theory menjadi kenyataan maka blok Rarat khususnya Amerika
Serikat akan kehilangsn wilayah yang strategis, yvang kaya akan
Sahan mentah bagi industri barat, serta sumber daya manusia,

Di dalam perang dingin tersebut, namapal senlah-olah pegara
negara  yang berada di kawasan Asia Tenggara sangat  tergantung
ada kebijaksanaan dan tindakan Amewrika Serikat dan Uni  Sovyet.
Mamun pada umumnya  negara negara di khaweasan  Asia  Tenggara
aemiliki  pengalaman di masa lampau namun cukup kuat berakar di
benalk penduduk Asia Tenggara tentang masalah kolonialisme,
=ehingga negara-negara yvang baruw merdeka di Asia Tenggara sangat
berhati  hati dalam menghadapi baik blok Earat dam blek Timur.
Fada LUMUmTi Yy & negara—negaix di kawasan Asig Tenagara
nengkhawatirkan babwa baik blo% Barat maupun bloir Timur pada
akbirnya hanya memperjuanghkan kepentingan mereka sendiri  dan
eEnderung menjadi imperialisme baruw. Oleh karera itu sikap tidak
mamilih pada salah satu blok tersebut seperti halnya Indonesia
pada umumnya diyvakini sebagai jalan yang terbaik di masa  perang

dingin tersebut.
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Bab II

Politik Luar Negeri Bebas Aktif @ FPilihan Republik Indonesia

Dalam bab ibi akan diuvraikan tiga hal yaitu pertama;b penger-—
tian dan scnpé dari politi% luar negeri bebas aktif yvang menjadi
pilihan uwtama Republik Indonesia, kedua, masalah-masalah vyang
dihadapi oleh politik luar negeri Indonesia selama masa perjuan-—
gan. ketiga. masalah—masalah yang dihadapi oleh politik loar ne-
aeri Indonesia pada masa setelah perjuangan khemerdekaan.

Dengan proklamasi 17 Agustus 1945, Indenesia telah menyatakan
diri sebagai negara merdeka dan berdaulat penuh. Semua persyara—
tan  untuk menjadi negara merdeka telah dipenuhi antara lain
vilayah vyang diuvngkapkan sebagai dari Sabang sampai Merrauke,
‘akyat yamg terdiri atas berbagai suku bangsa dan adat istiadat,
orde berupa pemerintah yang mengendalikan ke=giatan pemerintahan
sehari~hari telah dibentuk, konstitusipun telah disetujui oaleh
Badan !Usaha Fersiapan KkKemerdekaan Indonesia pada fanggal 18
Agustus 19245 dan sekaligus juga disetujui pula falsafah negara
adalah Pancasila karena Fancasila tercantum di dalam Fembukaan
LD 1245.

Falsafah negara, Pancasila, (dan UUD 12435 merupakan dasar
dari politik luar negeri Republik Irndonesia sekagaimana  perrnah
dinyatakan oleh Mohammad Hatta sebagai berikut ini:4

"Pancasila merupakan satu faktor ocbyektif yvang betpengaruh

atas politik luar negeri Republik Indonesia, karena seba-—

gai faksafzah negara, Pancasila mengikat seluruh bangsa
Indonesia".

Sedangkan UUD 1945 menggambairkan hasrat bangsa Indonesia di dalam
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sergaulan internasional yang dirumuskan sebagai “Indonesia menci-—
tea citakan kemerdehkaan bagi semua bangsa di dunia, serta Indone-
=ia ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan,
pelrfdamaian  abadi, dan keadilan sosial". BRailk nilai-nilai lubur
vang terkandung di dalam Fancasila maupun hasrat yang tercantum
g1 dalam UUD 1945 di dalam realisasi paolitik luar megeri Republik
ndonesia  hal tersebut mencerminkan swatu politik luar negert
yvahg aktif. Artinya politik luar negeri Republik Imdonesia  harus
mencerminkan adanya tindakan yang aktif untuk menciptakan kemer-
deksan bagali semua bangsa di dumia, dan juga aktif di  dalam
menciptakan ketertiban dunia.

Adapun  yang dimaksudkan sebagai politik luar negeri  yang
b=has adalah di dalam kaitannya dengan perang dingin di mana
@tanan dunia  internasional hanya terbelah ke dalam dua blok
'aitue bolk Barat dan blok Timur. Indonesia tidak memihak kepada
ssiah gatu dari dua blok yang ada tersebut tetapi lebkih memihak
stau mengutamakan kepentingan nasional Indonesia. Dengan demiki-
an, sejauh tidak memberikan manfaat atau menguntungkan bagi
torcapainya kepentingan nasional maka Indonesia akan mengesamp-
inglkan dua blaok tersebut. Mohammad Hatta yvang gagasan—gagasannva
menjadi dasar dari politik luar negeri  Indonesia menyatakan

3
s=bagai berikut

"Apakah bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaarnya

harus memilih saja antara piro Rusia dan Fro Amerika™ Apa-
lah tak ada pendirian lain yang harus diambil dalam menge-—
jar cita-cita bangsa? Femerintah berpendapat bahwa pendiri-
an yang harusialah supaya Indonesia jangan menjadi obyelh
dalam pertarungan palitik imternasional, melainkan harus
tetap menjadi subyek yang berhak mepentubkan sikap sendiri
dan politik luar negeri Republik Indopesia harus ditentukan
oleh kepentingannya sendiri dan dijalankan menurut keadaan
dan kenyataan vyang kita hadapi. Garis politik Indonesia
tidalk dapat ditentukan oleh haluan politik negerri lain yang

iz
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berdasarkan kepentingan negeri itu sendiri.

Folitik luar negeri yang bebas aktif tidaklah sama dengan politik
luar negeri vang netral seperti yang dinyatakan oleh Fresiden
Harry & Truman sebagai politik luar negeri yang tidak berdasarkan
moral dan etika sebab paolitik luar negeri vyang netral hanva
semata—mata memperjuangkan kepentingan sendiri dengan cara  vyang
oportunistik. Sedangkan politik luar negeri vang bebas aktif itu
=zlain memang tidak memihak pada salah satu dari dua blok  yang
adsa  juga berusaha mencuptakankemerdekaan bagi semua  Dtangsa  dan
terusaha untuk menciptakan ketertiban dunia, dan  yang lebih
penting  berusaha untuk mengimbangi blaok Barat dam  blok Timur.
Mohammad Hatta membevrikan pernielasan sebagal berikut ©
"Folitik iar negeri Indonesia bukanlah politik netral ka—
rena netral mempunyal suatu pengertian tertentu dalam hu-
kum internasional yang berarti semata-mata tidak berat se=-
belah terhadap negara yang berperang."

Di dalam masa demokrasi parlementer prinsip peolitik luar
rnegeri yang bebas aktif tersebui terus dipegang teguh oleh setiap
penerintah  yang memimpin di Indonesis. Begitu terbentuk  kabinet
prtama  darli negara kesatuan FPerdana Menteri Moh NMatsir perluo
mernegaskan pentingnya prinsip politik luar nege-i yang  betbas

-

aktif di dalam perbenturan kepentingan antara blolk Barat dengan
7
lak Timur, sepsr-tl yvang dikatakannysa sebagsai berikut

"Dalam keadaan vang berbahaya itu Indonesiz telah memutushkan
akan melakukan politik luar negeiri yang bebas. Dalam menja-—
lankan politik luar negeri yang bebas itu, kepantingan
rakyvatlah yang akan meniadi pedomannya, di samping itu
pemerintah akan berusaha stau membantu tipa-—-tiap usaha
mengembalilkan perdamaian dunia".
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Bankan Ferdana Mepteri Bukiman di mana pada masa pemerinta-—-
fiennya primsip politik luar negeri bebaz aktif ini diuji di dalam

5
keterangannhya kepada Farlemen menvatakan sebagai berikut

»es.pEmerintanh tidak akan menambah ketegangan inil dengan
ikut canpur dalam perang dingin yang merajalela antara
dua blok dunia ita™.

Mesalah-masalah yang dihadapi politilk luar negeri Indonesia
peda masa awal kemerdekazan ialah mempertaharnkan  tedauwlatan dan
memperoleh pengakoan kedauwlatan. Untuk memperjuanghkan kepentingan
rasmional tersebut, pemerintah Indonesia mempergunmakan dua  buah
stiategl yang saling mengisi dan saling melengkapi yaitu strategi
perjuvangan bersenjata dan strategi periuangan diplomasi.
Mempertahankan kedaulatan sebagal konsekwensi dari proklamasi 17
fAgustus 1945 di mana pemerintah EBelanda tidak mengalbuinya dan
whnoirimkan  pasukannysa untul menggagalkan eksistensi  pemerintah
lndonesia, dan beruasaha mempengaruhi dunia internasional bahwa
Lontlik antara pemerintah Belanda dengan pemerintan Indonesixa
adalah semata—mata uwrusan dalam negeri Belanda saja. Dengan
demikian pemerintah Belanda secara tidak langsung menghalang-
halangl ikut campurnya Ferserikatan Bangsa-Bangsa. Namun gerak
mzyt  pasukan Eelanda yang sampai menduduki Jogyakarta (1247)
menryebabkan munculnya reaksi dunia  internasional  yang keras
mengecam aksi militer Belanda. Fada alkhir- bulan Juli 1947 1tu
pula masalah Indonesia masuk kedalam agenda Dewan Keamanan FBER.

Strategi perjuangan bersenjata, antara lain dengan diduoadubki-
fhya ibukota Yogyakarta selama enam jam oleh kekuatan bersenjata
I, membuahkar lancarnva gerakan—gerakan strategi diplomasi vang

pada akhirnya menghasilkan masuknya masalabh Indonesia ke dalam
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agenda Dewan FKeamamnan tersebut. Artinya dengan adanya hesinambun-
aan antara strategi perjuangan bersenjata dengan strategi per--
Juangan diplomasi atauw sebaliknya maka secara politis eksistensi
Indonesia semakin kust. Apalagili keputusan dari  Dewan Keamanan
Ferrserikatan Rangsa—Rangsa yang mengikat bagi pemerintah Belande
dan pemerintah Indonesia untuk mematuhinya lebih  mempoerbkokohelk-
ziaternsi politis tersebut. . Dengan demikian secara formal
porjuangan diplomasi  boleh dikatakan telah berhasil gi mana
nemet-intah Indonesia diakui oleh dunia internasicnal sebagail
sebuah  pemerintah  yang mempunyal keduduikan yang sama dengan
remerintah—pemerintah lainnoya khususnvya memiliki kedudukan  yang
zama  gengan pemerintah Belanda. Apalagi setelah Dewan Feamanan
greserikatan Bangsa-Bangsa mener-rima resolusi  Amerikas Serikat
nwuk mewmbentoulk Komisi Jasa-Jasa RBaik yang m=ngikat baik Indone-—
iiza maupun Eelanda. Sekali lagil dar; segi politis, Komisi Jasa-
azs Baik 1lu dipandang letbih banyak menguntunghan bagi pemerin-

taft Indonesia dari pads pemerintah  Helanda. Walaupun peranan

iz namun  pemerintab Indonesia sedikitpun tidak  bergeser dari
orimsip politik luar negeri vang bebas aktif. Apalagi pada wakiuw
pFemerintah  Indonesia sedang mengusahakan pengakuan  lkedaulatan
dari dunia ipternasional melalui strategi perjuangan  bersenjata
dan strategilr perjuangan diplomasi, Fartai Komunis Indonesia menu—
=4l darri belakang dengan melancarkan couwp detat dari kota Madiun
pad=x tanun 1248, Sebenarnya kondisi-kondisi tersebut lebih dapat
meEnggeser politik luar negeri Republik Indanesia yang bebas aktif
Lepada politik luar megeri yang pro Barat. Namun tokh  hal  itu
Lida

ko terjadi dan politik luar negeri Republik Indonesia masih

1
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tetap bertahan sebagai politik luar negeri vyang bebas aktif.
Nampaknya sikap Fartai Komunis Indonesia yang menusuk dari bela-—
bang itu merupakan trauma bagi para pengambil keputusan sehingga
Leengganan untuk menjalin kerjasama dengan blok Timur juga diba-
yang—bayangi oleh "trauma Madiun" di mana para pemimpin pemerin-—
tahan di  Indonesia pada waktu itu selalu merasa  akan ditusuk
dari  belakang gleh Fartai Komunis Indonesia vang didukung atau
minimal sepengetahuan pemerintah Uni Sovyet bahwa FPKI akan melak-—-
ulhan pembrontakan.

Setelah masa kKemerdekaan politik lwuar negeri Republik Indo-
resia dituwjukan untuk mendapatkan bantuan guna merehabilitasi
neirekonomian Indomnesia yang rusak berat selama perang kemerde-
kaan. Selain ituw, politik luar negeri yang bebas aktif juga
lituwjukan urtuk mengatasi masalah-masalah sosial, ekonomi, dan
tdminiatratifau Dibidang sosial, antar lain yang nampak menvolok
adalah masalah illiterarcy (buta huwruf} dan penyediaan prasatana
dan sarana pendidikan di semua tingkat di Indonesia yang memerliu-
Fan dana yang besar sekali. Salah satu masalah dari perekonomian
Indonesia adalah berkisar bagaimana memperbhailki sarana dan prasa-
rana Jjalan dan tramspotasi yang memadai untuk mendukung eksport
tagil pemasukan devisa megara. Salah satu  masalah administratif
vang teriadi di Indonesia ialah penataan lapangan kerja, serta
beium adanya lembaga vyang mengatur dengan baik antar satu  kemen-—
terian dengan kementerian lainnnya sehingga setiap hkementerian
memalkal sistem administrasi yang berbeda abtara satu  kementerian

dengan kementerian lainnvys.
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Bab III

Mutual Security Act (MS5A)

Sebagaimana telah diketahui bahwa blok Rarat wvang dipimpin
2len Amerika  Serikat telah melaksanaakn comtaintment policy
{policy pembendungan) sebagai suatu usaha untuk membendung agerak
Tajuw blok Timur dengan memberikan bantuan bantuan shonomi. Khusues
wiituk  kawasan 'Eropah, sesuai dengen semakin  mensjamnya  konTlilk

+declioais antara blok Barat dengsan blok Timur yvang semula progi-am

arshall FPlan untul cemua negara di Eropsh tanpa memandang ideol-
oii yang mereka anut pada akhirnya harus diciutlan hanys lkepzda
recgalra-negara yang  tidak berbaluan komunis. Atibatnya Eropah

tzrpecah menjadil dua yaitu Eropah Rarat yang berhaluan kapitalis-
ie, liberal, dan demokratis; den Eropabh Timur yarg berhaluan
onunis dan lebih dikenal dengan sebutan negai-ra-negara di balilk
Tirai Besi. Frogram bantuan Marshall dilaksanakan oleh Economic
Cooperation Administration vyang diatur berdasarkan Undang-Undang
“zi-jasamna Ekonomi atau Economic Cooperation Act (ECA) vyang
gisetujul oleh KongresSerilkat pada tanggal 3 April 1748,

Dengan semakin meluasnya  perang dingin  yang m@melibathkan
rrgara-negars  di kawasan fAsia, maka  program-program ECA akan
wgera  diganti dengan Mutuwual Security Frogram yaitu Frogranm
Meamanarn  Hersama. Frogram ¥Keamanan Bersama inl adalah  gabungan
tori tiga bidang yeang selama ini satu sama lain teirpisah
vAaltu bantuan ekoromi, banytuan militer dan bantuan tehnibk dengan
tekanan uwtamanya pada masalabh  pertahanan  keamanan. Sedangkan
nelakeananya dijalankan coleh Badan Keamanan Eersama atan Mutual

Security Agency. yang dasar hubumnya adalah Mutual Security Act
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(MSA), vyang telah disetujui gleh kKonares Amerika BSerikat  pada
tabhun 1951,

Dengan demikian bamtuan MS5A adalah gabungan dari ECA  dengan
s aAct for International Pevelopment ( US AIL) wang mengatur
santuan tehnik sesuail dengan proagram—-progr-ram Foint Four, dan
Defence Asistance Act yang berkernaan dengan bantuan peritahanan
rEamanan. Adapun MSA bartusiuan sebagaimana telah ditetapkan di

'?
dalam dasar—dasar dari pembentulkan MSA seperti berikut ini ¢

8

"urtuk mempertahankan keamanan Amerika Serikat dan meEngem-

bangkan pelitik luar negeri Amerils Serikat dencan cara
memberikan Lantuwan militer, ekonomi, atau tehnis kepada ne-
gara bersahabazat agar memperkuat keamesnan necara--negara itu
masing-masing dan petrtahanarm kolektif dari dunia beskas".
Dengan demikian jelaslah bahwa bantuan MSA inti sarinya adalah
bantuan militer yvang bzsar bemungkinan dialokasikan langsung w2
lalam bantuan mililer atau secara tidal langsung bantuan  militey-

o

teresebut dialokasikan sebagai barntwan elonomi dan atauw  bpantuan
tehnis  namun  pada dasarnya tetap bantuan militer. Dari segi
nslitis, negara penerima bantuan MSA akam terikst untubk  memihak
tepadas  blok Rarat khususnya Amerika Serikat dan  menentang atran
memuisuhi Blok Timue khususnya Uni Sovyet.

Eagl negara yang pernah menerima bamtuan MSA dan ingin  tetap
mendapatkan bantuan daril Amerika Serikat dalam bentuk apa saja
narus menyatakan diri terikat pada  beberapa ketentuan  baru.
Bzrdasarkan pasal 511 (b} dari MEA bantuan ekonomi dan tshnilk
al:an diberikan Lkepada suatu negara vang memenuhl  persyaratan
politie danm memiliki prospek yang nyata di  dalam containtment
policy sehingga mampu belkerjasamna sampai lenyapnya blok  Timor

1C
sebagaimana dinyatskan sebagai berikut ini s
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"mempertuat keamana Amerika Serikat dam kesamanan dunia,
remudian negara yang menerima hantuan telabh menvetuiuid
bekerjasama untuk mencapal pemshaman dan maksud baik di
dunia internasipnal dan usaha untut menciptakan kemajuan
dunia, selanjulnya mengambil langkabh—langkah seperti vang

telah disetujui guna menghapuskan ketegangan internasio-
nal'.

I=laslah pasal 511 ayat b di atas menegaslkan adanya persyaratan

yang  harus dipenuhl oleh negara penerima bantuan  tersebui maug
boebk@rjasama dalam rangka memperbuaat Amnerika Serikat dan nNEgara—
regara blol Barat yvang dalam pasal tersebut dirumuskan  sebagai
"mencapai p2mahaman dan maksud badilk di dunia  internasional  dan
okl menciptakan kemajuan dunia", serta akan mengamhil  langhkah—
langkah vang ditujukan wvntuk memperkecil ataw melenyapkan  sama
wolkali pengaruh blok Timuwe- yang cidalam pasal tersebut dircmushan
apuagai  "mengambil langkah-langkah sepeirti yang telah disetujui
juihia  menghapuskan ketegangan intetrnasional". JdJelas pula bahwa
pasal 511 ayat b tersebut diperuntukan bagi negara-negars yang
cenderung tidak memihak di dealam perang dingin antara blok Barat
dargan blok Timur tetapi bhersedia menerima bantuany ekonomi  dan
“ehnik dari Amerika Serilka.

Adapun  bagi n=2gara negara-negara anggota Mato atau  pakta
me-tabanan yang dibentulk bersama dengan Amsrika Serikat dengan
rEgata—negara htertentu  seperti SEATO, ANMIUS, sehingga bantuan
wang diberikan kepada negara—negara inil akan lebilh mengikathkan

nereka dengan blobk Barat. FPeraturar tersebut tertuang di dalam
1

|-+

sasmal 11 ayvat a yang terdiri sebagai beriikut

(1). Mengamhil langhkahb-langlksah bersama untuk pesmahsman  mak-—
sud kbaik dan keamanan internasional lebih lamjot;

(2).Mengambil langkabh-larnakah seperti yang telah disetujud
untuk menghapuskan ketegangan interrasional;

(Z) Memenuhi kewajiban-kewaiiban militer vyang telah dite
ma negara yarng bersanghkutan dalam perjaniian hilateral
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atau multilateral di mana Am=i-ika Serilat manjadi teman
keriay
(4} .58epenuhnya membantu. sesuail dengan kemampuan ekonomi
dan politiknya, penduduk,. sumber—sumber alam, fasili
tas—fasilitas dan situasi skonomi pada umumnya, wntuk
pengembangan dan mempertahankan keamanan negara itu
sendiri dan untuk kekuatan pertahanan bebasg
(2).Mengambil langlkah-langkah yang perlua untuk mengembang-
kLan pertahanan negsra itu sendirig
(&) .Mempergunalkan cara-cara vyang tepat untuk meyakinkan
penggunaan seetektif mungkin bantuan ekonomi dan mili-
ter vang diberikan oleh Amerika Serilkat.
Mampal. dengan jelass bahwa pasal 5311 ayat a tersebut Zcitujulkan
untuk negara-negar yang sudah termasuk di dalam pakta pertahanan
militer dengan Amerika Seirikat ataw pernah mensrima bantuan
gkopami, tehnik, dan militer dari Amerika Serikat. Sehingga
perjanjian dengan negara-negara teirsebut perlu diperinci  lebih
petail sedangkan untuk negara yang baru pertama kalinya menerima
pantuan MSA cukup sederhana yaitu cukup hanya mencantumkan  duoa
buah ayalt vang mendasar yang ssbenarnya juga tercantum sebagal
dasar pada negavra-negara yang pernah menerima bantuan MS5A.

Besuei dengan semakin meluasnya kawasan yvang harus dibenduang
vang hampir mencakup seluruh dunia maka MSA telah dibagi menjadi
lima kawasan vaitu kawasan Eraopah, Timur Tengah dan &frika, Asia
dan Fasifilk, serta Amerika latin di mana setiap hawasar dimasuk-
kanmn kedalam satuw bab dari peraturan M5A. Dan satu babk lagi  vaity
babk kelima memuat masalah organisasi bantuan M54 serta araranp-—-
aturan umum. Dari adanya pembegian kawasan sasaran atau sphere of
influences terssbut, jelaslah bahwa Indonesia tormasuk kedalam

daerrah vang dijadikan sasarran dari MSA ztau sasaran dari  oolitik

luar negeri Amerika Serikat.
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Bab IV

Fergeseran Felitik Luar Negeri Republik Indonesia

Herdasarkan empat alasarn utama yang menjadikan sehbab mengpa
Indonesia memang ideal untuk dijadikan salanh satu sasaran dart
palitilk  luar negeri Amerika Serikat guna dimssukkan  kedalam
anuyota dari blok Barat. Fertama, dilihat dari segi jumlah gpendu-
fubkmva yang  besar maka Indonesia dapat dijadikan  pasar  bagl
Tamil-chasil  Amdustri dari negara—negara Barat  kKhususnya  hasil
industyri dari Amerika Serikat. kedua, dilihat dari segi kelayaan
Daban  mentah  yang terkandung di bumi Indonesia malka Indonesia
capat  menjadi pensuplai dari industri-industri  Barat  khususnya
‘ndustiri-industri  di Amerika Serikat.kKetiga, potensi psikologis
lary para pemimpin nasicnal Indonesia yang selalu dibayvangi oleh
trauma politik dari pembrontakan Fartai Komunis Indonesia (FEID
JdL Madiun pada tahun 1948, Akibatnys meskipun  secara  fTormal
rariad komunis Indonesia mampunyal kesempatan wntol membentok dan
memimpin pemerintahan (kabinet) namon peluang itu  tidak  pernah
pilan keoada Partal ¥omonis Trdonesia,. EBakhlkan Sulkiman telah
melakukan bpenmaghkapan  secara besar-becaran terbadap pemimpin-—
cmpimisin PRI di dacrah Jakarta dan Jawa RBarat yang dilkenal dencan
nama 'Razia Agustus". kKeempat, di dalam menghadapi masalan pem-—
zangurian ekonomi dan masalah keamaran dalam negeri  pemerintah
nneEsia cenderung  berpaling den mengandalbean  kepada negaras
gare  Harat wnitwk mendapathkan bantuan dana dan tehnilk  serta
pembelian  perssnjataan guna menumpas pembrontakan—nembrontalkan

Halam negeri atas dasar jual beli di dalam rangkea hubungan bilat-

0
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Berdzsarltan keempat Taktor tersebut di atas maka pemerintah
“mzrika Serilab semandang waktunya sudah cukup “favowrable" onouk
aemtilai  pendekatan kepada pemerintabh Indonesia di dalam  mangka

manglkat pemerintah Indonesia dengan blok Barat. Namun demikian,

1

[
I

ndelkatan i1tu harus dilakukan secara hati-hatl sebab  pemerintah
Todanesia  mempunyai political prestige berupa nasianalisme yang
—ahun tinggi setagai hasil daril perijuvangan kemerdekaan yang  pan-
somg . Oleh karena itu Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonezia,
Merle H. Cochram, yang sa éh tugas terpentingnya manaribh pemerin-
valh Indonesia kedalam orbit blok RBarat mulai  berusaha mendekati

Mzrmteri Luar Megeri Indonesia dari Kabinet SBukiman, Ahmad Subord-

13, untuk membicaralan berbagsi hal antara lain bantwan MEA L

i
I

p
by Imdonesia. Fembicaraan yeang dilakukan oleh mareka berdua masih
relfat penjajagan atan masih dalam taraf lobbying yang sifatbnva
wnih sangat informal.

Fihal hkedutaan besar Amerika Serikat di Indonesia nampaknya
~omandang  perlo untubk meningkatkan status  pembicarean antara
Menteri Luar MNegeri Ahmad Subardjo dengan Duta EBesar Ame -rika
Jzrilkalt ltersebut ke tingkat yang setengah iresmi atauw semi  formal
Lerupa  tukar menukar nots diplomatik. Nota dipleomatilk  pertama
hzrrasal dari Duta RBesar Amerika Serikat untuk Indonesia, Merle H.,
Cochran,  yang merasa  terpanggil  untuk  memprakarsainya lebih
2zhivlu. Nota diplomatilk davri Merle M. Cochran kepada Menteri luar
Mzgeri  Abmad  Subardio ivu diterimanya pada  ltanggal 4 Januari
1752, Didalam nolta diplomatik tadi Merle H., Cochran menvatalkan
=hiwa sebagai tindak laniut dari pembicaraan-pembicaraan dua mata

arrtar dia dengan Menteri lLuar Negeri Indonesia yang temlabh dilak-
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H.Cochran

Merls
hantyuan

menya-

Indonesia
ECA

sebelumnya maksa melalul
bantuan
untulk

bhehet-aps bulan
Serikat menawarkan lkepada pemerintah
itw nota Duta Besar Cochran jugs
Letrus menetrims
Indonesia
dasar
hormat

a
ranglkam ECA Seslain
Indonesia hendak

besempatan bagi

Cochran meminla
8 Januari

Bagar

alau
pemerintah
rendapatkan perlengkapan seniata dari Amerika Serikat atas

tengan
dari

A b AN
19352,

g e

:'\.l-lll

"2 a&m

I 2407 babwa
TErbulka
Ha

darli Duta

mernteri-

menja—

Juga
oleh

[

Dan terakhir Merle
tersebut
dengan

Indonesia bersedia diharaplan agar jawaban
Indonesia telah diterima pada tanggal

Subardio

beli.
diajukan
perseta-

Taal

oemerintah
tanpa beirkonsuliasl

Taoa
wzhar 1 setelabh menerima nota diplomatik
tabinet vang terkail Menteri Luar Megeri
persyaratan yang
adar atauw tidel,
tubar  menukar
dengan

Lameriantan
eret

malka secara spontan

Tobirar,
Indonesia menyetujui
12,
Secars
Ahmad Svbardio melalui
berkaitan
disadari,

il
Sukiman

hahwa
Cochirarnm tersebut

tersebut pada dasarnysa
=N
Indonesia

diberikan oleh
il ayat
terhadap

Hika

yang
diplomatik
pasal
Dengan demilkian di satu pihali disadari ataw tidak
Subardio sebagai benteri Luar Megei-i pada kabinet
luar negeri
digunalkan
tidak

Jwt gl

R
e wgiam MES khhususnya
Dirmmad
telah jauh menyimpang dari prinsip politik
vang bebas aktip sebab pasal 5311 a tersebut
hegara-negara yvang pernah menerima bantuan MSA atau paling
yang terikat di dalam pakta pertahanan militer
Serikat seperti anggota NATO, anggota CEATO,
demikian secar formal, meskipun masih dalam
Subardio telah membawa Indonesia
Dan tragisnya lagi justru
dalam

Shmad
Barat.

Lamaras-nedgata

Amerika
Derngan

cerigan
argaoota ANZUS,

nota diplomatik,

kepada blok

Ahmad Subardjolah yang menegaskan bahwa walaupun statusnya

Larat

atau memihak
2%
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tingkat nota diplomatik tetapi nota diplomatik itu mempunyai ke-—
kuatan sebagai sebuah perjanjian internasional. Sebagai seorang
mEtbheirl luar negeri Ahmad Subardio terlaluw cepat mengambil hkepu-
Luwszn tentang status nota diplomatik yang seharusnys diketahui di
=ema status dan Yekuatan hukum dairi garana diplomasi.

Fada lain pihak. mnampalk sekali kehati—-hatian atau kelicikan

Mgtz HuCochran di galam melakuban  pendekatan  terhadap Abmad
Sihairdio di mana Cochran tidalk langsumg mempergunakan kata MBA
~otapni o terselubung dalam rumusan ECHA yang terkait erat  dengan

Fowaran bedua tentang tawaran penjualan persenjataan, yang kalaun
Ledin tawaran tersebut digabung akhirnys dapat disimpulkan seba-
i hantuan militer MBA. Kalau Merle H. Cochram secara terang--
troangan menyszbutkan bantuan MS5A& maka kemunakinan be=sar Ferdana
[=mteri Sukiman, kepada siapa Ahmad Subardjo melakubkank konsulta-
v tenrtang masalah tawaran dari Merle 4. Cochran, kemungkinan
wzyaa)r Bukiman akan menolak dengan tegas.

Sebenarnya Ahmad Subsrdjo di dalam nota diplomatil  yang
gdikirimban sebagali  Jawaban terhadap nota diplomatik  Merle H.
athran mengajukan dua usul. Fertama, yang berkenaan dengan butisr
iga di dalam pasal 311 a MSA tersebut dibuamg csama sekali.

L
Le

eiga, kalta "militer" yamg teyrdapat pada pasal &6 sehingga rumusan
nweal 4 tersebut menjadi "mempergunakan  cara-cara yang  tzpat
itk meyakinkan penggunaan seefeltif mungkin bantuan skonami
vahig  diberikanr ocleh Amerika Serikat”. Namun demnikian dua usulan
{inad Bubardjo  tersebut tidak merubah inti  persoalannya vaitu
Slunad  Subardjo  telah membawa politik luar negeri Reoublik
r

Tndonezsia bergeser mengikuti blok Rarat.

Dua alasan Jjugha pada akhirnya dikemukakan oleh Ahmad

et
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R

salrdin mEngapa dia  menyetujui untuk  mener-ima bantuan MEA.

Jrtama.bahwa bantuan militer itu dinilia sebagal suatu saat yvang

ye.

spat waktunys karena pemerintabh Indonesia sedang berusaha keras

wstulb menumpas habis pembrontakan--pembrantakan separatisme seper-
17,

i aerambolan Darul Islam di Jaws Barat kedua, bahwa berlkenaar

cEngan  uwrusan lusr pegeri cukup ditangani  oleh Menteri  LLuar

r'\i:'.‘

sari dengan MFerdana Menteri sebagai  jawabhan  Ahmad  Subardio

cnma dia tidal berkonsultasi dengan menteri-menteri yang o ter -

it terutama menteri pertahanan. Fada wakitu 1tu memang  tidak

Inerlukan pErsstujuan terlebih dabulia dari  pimpinan milicer

cohah o opada wabkltu dtu berlaku princip babwa militer itun hanya

S

P

@

zhangat alat dari politisi sipil.

Dangan timbulinya masalah MSA tersebut, Merle H Caochiran

alk  dengan  tegas  keputusan dari State Departmen Amerila

reitat (Kementerian luar Megeri Amerika Saribat}) vang menenttuban

fwa bantuan  ekohomi berdasarkan pasal 511 ayat a dari MGA

S A sudah  cukup meEmadai bagi Indonesia. Sebenairnya

srttusan dari Kementerianm Luar Megeri Amerika Ssrikat tersabuat

i

realistig dalam arti lebih sesuai dengan kenyataan eshkonomil

wlibib yang  bertembang di INdonesia yaig haorus  dihadapi  cieh

maiclintah Indonesia. Sebhaliknya, sarngatlab anen bila  keputusan
Szaimva tersesbut ditglak oleh Merle H.  Cochiran.  Mampaksya
shdpun Merle . Coohran berada dilapangan/diposnya tetapl
s memahanl apa yang  berada dibalik  kenyoatasan--kenyataan

L

1Titilt  seperti empat fakitor yang sangat berpengaruh bhagli  lke-

Ctidewiigan Irndonesia wrtuk lebih condong ke blok Barat dairi pada

lobk Timur.

Disamping itu terdapat pendapat yamg mengatakan bahwa Abhmad

=i
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Tubardijo sebenarnya tidalk pernah diberitahu sebkelumnya mengenail
remungkinan untuk  mendapatkan bantuan berdasarlkan pasal S11 b
14.
1agi Indonesia terdapat beberapa alasan guna menyanggah penda-
rat  tersebut. Adalah tidak mungkin karena di dalam pembicaraan-—
oembicaraan informal yang dilakukan antarra Ahmad Subai-dic  dengan
Marle H. Cochran yvang mendahului fTubkar menubkar mnota diplomatih
dengan jelas yang dibicarakan masalah bantuan militer MSA.  Arti-
~ya  baik Ahmad Subardic maupun VMerle H. Cochran sudah mercyadari
s=tul  bahwa yang akan dibicarakan antar mereka berdua adalah
tantuan militer dalam rangka MSA. Dengan begitu bila yang diin-
ginkan oleh pemerintah Indenesis adalah peralatan perssnjatsan
militer maka Ahmad Subairdio telah mengerbankan  sesuatu yvang
prinsipiel guna mendapatkan perlenghkapan  tehnis. Atau derngar
iahasa sativris Ahmad Subardio telah menembaklian meriam atas  borm

wmnya untuk membunub lalat.

]
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Hab V
Mengembalikan Prinsip-Prinsip EBEebas Aktif

Dari Politik Luar Negeri Republik Indonesia

Begitu masalaty Mutusl Security Act (ME8A) mencuest e =t
zormnltbkiaan, betrbagait sorotan, kritik, darn kecaman boleh dikatealkan
dotamg dari bebagai pifak di Indornesia. Dleh kairena sistem poli-
1k vyang dianut pada wakiu itu ialah sistem demolrasi  parlzsmen—
wa&it.  Sebagaimana diketanhui pilar utama daifri sistem dermokrasi
waitlementer adalalh partai politik. Dengan demikian menjadi sangat
tenting  untuk  membahas bagaimans sikap dan pandancan bhealandan

IS

aital politik terhadsap larngkah Menteri Lusr Negesri pada wakio

|
i
-r
=
I
I
0
-
T
ar
K
o
L
[}
~L

arig telah membherikan persetuiuan terhadan
czrjaniian MSA. Silkap dan pandangan partai-partai politik sangat
sEnting  karena sikap dan pandangan meErela akan  menesntulkan mati

hidupnya kabinet.

Fada akhir minggu pertamsa buwlanm  Februarz 1932, kabinst

mengadabkan mapat untuk membahas masalah MSA. Ranat kablineit terse-

Al memutuskan agar Anmads Subardio sebagai Ment=ri o Luarr  Megeri

11 & pade

[T

cemperivangkan perubaban syarat nomor 4 dari pasal

~mitjanjian MSA. Dan dikehendalli oleh hkabinet agar perkatasan

"dumia  bebas" yang tercantum pada svarat nomor 4 bersebut dini-

langkan saja. Namun kalau seandainya usaha Ahmad Subai-djoc tidak
Leirhasil maka diharapkan pemerintabh Amerika Serikat dapet menve-

tojni dmterprestasi pemerintan Tndonesia bahwa yang dimaksadkan

] =

[

dergan  dunia bebas adalah "dunia yang wmeirdeks dan herdaulait"

— Al

Hasil keputusan rapab kabinet tersebut hemudian disampaikan oleh

el

2&
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Ahnad  Subardijo  kepada Duta Besar Amerika Serikat, Meirie H.Co-
“hran,  agar diteruskan bepade pemerintah Ameriks  Seriket c.g.
mErtzrian Luar MNegerd Amerlka Berikat.

Furang lebikh dua minggu setelah uwsulan kabhinet  tersebut

dizampalkan kepadsa Cochran, maka datanglah jawaban dari  FKemente—

wisn Lbar Megeri Amerika Seribkat yvano intinvae terdiri  dari  due
14
Aetliy W Fertama, bahwa pemerintabh Amerika Szrikat dapat sepenuh-

nve meEnerima usuel interprestasi dari pemerintah Indonesisz tentang
Finiusan dunia bebas. Fedua, bahwa pempruntah Amerika Serikalt pada

desarnya dapat menyetujui penghapusan syarat nomor 4 dari  peasal

rn

i1 a setelah perjanjian vang kedua. Jawaban pemerintah  Amerika
Tarikat tersebui di atas jelas persyaratan nomor 4 dari pasal %11
n bharu dapat dilakukan setelah berakhirnva masa berlakunya  p2r-
lzrriian tersebut., Baru kalauw pemerintah Indonesia menystujuil atan
momerLsk an orogram  M5A maka di dalam pErianiian szlanjutnya
cErayaratan nomovr 4 dari pasal 511 a M58 tersebut dapat dihapus-
Yan. Demgan ringkas maka dapat disimpulkan bahwa kabinet Sdlkiman
Ladalk  mempunyal celah untul dijadilkan jalam keluar dari  bhemelab
Mz tersebut. Tinggal perscalannya Shmad Subardio vang meletakkan
Jjakatan atau kabiret yvang menyerahkan mandatnya kzpada Fresude.
Sebelum memperoleh jawaban dari pemerintah Amesrikas  Serikat
. dalam negeri terjadi perkembangan yvang =edemibkiac asatnya.

Sermala dari fraksi FPartai Indanesia Raya menuntot  agar Abmad

i7
Fubardia mengundurkan diri dari kabinst o Sebagai sehoah parteld
pxiitik  yano tergalong kecil FIR mampaknya terlalu berhati-hati

danam merngaiukan tuntutan yvamg semata—mata teriuic kepada pribs-

LR .}

halel

{perseorangan) Ahmad Subardjo bukan tertujuw  kepada  kabinet

zecara  keseluruhan. Agaknya FIR yamo biasanya jarang doduk  di

—
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culaza brzmipsEt merasa rugl dugs kalaw vane dituntut umtulk mundur

ke=sgluruhan.

Dz lTuasr kabinet FMI mengaicvkan mosi kepada FParlemern Repub-
1B '

Yiv Indone=zia sebagal berikut

agar semus perjanjian harces divetifikasi ol=h Farlemen

sehirqga ticdalk ada satupur pErjanjian dengan  luar negeri

vang tidal diletzhui plek Parlemen.

Mannsnboya s PN o masib mesmpersoallan perjaniian bantuan MER masih
Tl angba mazalabh tehnis, beluwn meEmasulki masalah inti darl

sTiTECaran perjaniian hantuarn M54,
gmen mosi FMI ter=ebut Jdi o atas diibuti deangan inter--
sotand  dari FPartai Rakveat Nasional yang antara lain di dukang

==marmang wakil Masyumi dan interpelasi itu sudah  menyangeut

o=t tal  wang mendazar dari perzocalan perjanjian MSA amtara lain
TEupertanvalan spakaly dasay pemerintah menanda tangani persestu-

J &

e pErjaeniian MSA it .
Bxriulah sikap darn pondangarn yang menyvanghat inti darl persoa-—

Lo mantuan perjaniisn MES ituw muncul darld kalandan Masyumio yvang

Tovateakan babwa Masyumi tidak akean bertanggung  Jawab  werhadap

pErjanjian  bantuan H55 yang telah diputuskan olek

=0

T teri Luar Negril fhmad Subardio n
Sivan dan pandangasn opemlmpin-pemipin Masyuml ini sama dengan

Soban Zar pancangan yang driambzil oolel FMI yvang menolalk persetu-

san pariangian MSA dan menyarankan agar kabinet Sukiman-—Suwicrio
21
~anuirzhibhan embali mancatmyae kepada Fresiden .

Dancan penolabkan-penclakarn vang keitas dari berbagaili  partait

tzitutams partsi wvang menjadi tiang utams kabinet, FMI dan

tidalk ada jalanm lain dari kabinst kecuall menverakh-
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~an  mandat kepada Presiden. Dengan demikian politik luar negeri
“epublilk  Indonesia ditembalikan kemball pada prinsip utamanya

raitu bebas aktif.

=
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Fenutup

Frrimsip politik luar negeri Republik Indonesia, bebas akhif,
diberlakukan semenjak terbentuknya pemerintabhan Republik  Indone-—
ala sebagai hasil daril proklamasi 17 Agustus 1745, Pada masa awal
periode kemerdekaan, politik luar negeri Indonesia memparjvangkan
kepentingan nasional berupa  menambah negara  yang memberibkan
perngakuan  kedaulatan atas negara dan pemerintah  Indoresia.  Hal
tersebut berkaitan e=srat dengan wsaha pemerintah FHelanda. bailk
melalui  tindakan militer maupun diplomasi yang menekankan  bahwa
masalah Indonesia &adalah masalah dalam negeri Belanda, untuk
meniadakan negara  yang telah diproklamasikan pada tanggal 17
ustus 1245, Disamping itu politik luar negeri  Indonesiza juga
fityjukan  untuk  memasukil dan  memperluas kehadiran pemerintah

EMOon

I

Ssia di duinia ipternasional.

Semua kepentingan nasional tersebut diperjuanaklan melalui
dua buah strategi vyadtu strategi periuvuangan bersenjata  dan
sbrategi perjuangan diplomasi. #edua buah strategi  ftersebut

Lukannya bertolak b=lakang atau bertentangan yang sancat tajam;,

=

s

mtin  metrupakan doaa buah strategqi yanmg saling melengkapl dan

=aling mengisei satue sama lain. FPada dasarnva  lkedua stracegl
tersebuet merupakan teori dasar dari politil,  luar nagsri yang
mengatakan bahwa politik  luar negeri adalah  kelanjutan  dari

T

olitik dalam negeri atau sebaliknya politil dalam negeri merupa-
karm kelanjutan dari politik dalam negeri. Jadi strategi  perjuan-
gan bersenjata adalab kelanjultan dari strategi perjuangan diplam-

=1 dan strategi perjuangan diplomasi merupakan kelanjotan dari

—
R4

!
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)

A0 alrdl perjuangan Lersenjalts Atan kiasa dikatekan babwa begirtu
smmaneci cecjuangan bersenjata berhenti maka dilaniutkan oleh
s s bhngd persuangan diplomasi dan =z=ebaliknya  begitu  perjuangan
szirseniata berhenti maka diteruskan dengan perjuangan diplomasi.

iwmrelall periode perijuangan kemerdelaan  berakhir, prinsip

beikzs aktif dari politik lusr megeri Indonesia  tidak  mengalami

nbaliarn yang mendasar meskipun tatarman dunia e=telah PFarang
Punia ke Il melehirkan perang dingirn antara blok Amerika atac
Wik EBarat dengar blok Timur atau blok Komunis. Prinsip politil
Liar meEgerl  Indonesia tetap berpisjalk pada Fancasila danm UUD
2 1950 vang pada dasarnya tidal merubah prisip dasar dari
solivtile luar megeri Indonesia. Rumusan Mukadimah UUD 1945 vang
aerrsanghut . bwjuan aktif dari politik luar negeri Indonesia juga
tordapat dalam rumisan Fembulaan ULID Sementara 1250. Dengan tidak
beruhahanyva prinsip~prinsip politik luar negeri, meskipun sistem
colitiknya  berubabk atauw berbeda sama sekali, tetap mengutamalkan
Tyt anniryva kepentingsn nasional serta tidak memihak salah  sata
dard  dus plaok yvarmg ada pada waktu itw. Dengan  primsip  tersebut
maka  wolitik luar negeri Indonesia bukanlah politik luar negeri
vang netral yvarng oportunistil sebab politik luar negeri Indonesisa
mEian i v an komitmentnya yvang kuat dengan setiap usaha mencipta-
Larm  pzrdamaian dunia dan peirjuangan  kemerdekaan bagi  bangsa-
aveg=a Jd1 onnda,

Hanwva pada masa kabinet Sukiman, Menteri Luar negeri Repub-
Vit Trdginesia telah menyvimpang dari prinsip bebas dengan menyeto-
doei perjanjian bamtuan militer lewat Mutual Security A=t (MBA).
Fetvimoangan yang dilakukan  Abmad Subardia  barw dalam  taraf

i impangan  formal yaitu menyetuiuil menanda tangani perjanjian

sra

P
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antuan militer Amerika Seribkat. Dengan persetujuan itu berarti
indonesia  telah memihalk ke blok barat, dan meningaalkan prinsip
woritik luar  negeri yang bebas aktif. Namun  penvimpangan itu
z=egera memperoleh  kecaman dari  partai—partai politik., sebuah
szkuatan yang menentukan di dalam sistem demoktrasi  parlementer.
iengan  penolakan  terhadap persetuiuan perjanjian militer MSA
ter=ebut  sebetulnya dasar dan arah dari politik  luar n=geri
Irdonesia telah diluruskan kembali. Dengarn demikian  tidaklah
senar pendapat wmum yang ditumbuhkan sekarang inil yamg menyatakan
hahwa para pemimpln yang memainkan peranannya pada masa demgkirasi
sairlementer mempunyai slkap politik yang beroibabk pada blalk EBarax
z2ebabh sistem demolirasi parlementer ituw berasal dari Rarat. IKasus
Mutual Security Act justru memperlihatkan keadaan yang sebaliknya
l2vi pendapat umum tadi yaitu meskipun sistem politiknya memper-
uakan  demohkrasi parlementer-, prinsip politik luar negeri  vyang
hebas  aktif malabh lebinh diperitahankan. Jadi prinsip bebas aktif
dari politik Iuar negeri Indonesia tidak tergantung pada masa

ztau waktu berlakunvya.
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